PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT KONSERVATISME AKUNTANSI
ABSTRAK

Penelitian ini bertujan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap tingkat konservatisme laporan keuangan. Good corporate governance yang digunakan ddalam penelitian ini antara lain independensi komisaris, kepemilikan perusahaan oleh komisaris dan direksi, serta ukuran dewan. Penelitian ini menggunakan akrual sebagai ukuran tingkat konservatisme.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 hingga 2010. Total sampel penelitian adalah 32 perusahaan yang ditentukan melalui purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan oleh komisaris dan direksi, serta ukuran dewan mempunyai pengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan independensi komisaris mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
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PENDAHULUAN
Laporan keuangan adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan yang menggam-barkan atau menginformasikan kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaannya. Informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan ini diguna-kan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Laporan keuangan tersebut harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip – prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya. 

Dalam upaya untuk menyempurnakan laporan keuangan tersebut lahirlah konsep konservatisme. Konsep kenservatisme diterapkan dalam kondisi keragu-raguan yang melekat pada hampir setiap situasi bisnis yang terjadi. Hal ini karena situasi bisnis yang terjadi sekarang mungkin memiliki kepastian harapan yang berbeda di masa mendatang, sehingga konsep ini ditekankan pada pengakuan biaya dan rugi yang lebih cepat, pengakuan pendapatan dan untung yang lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi. 
Konservatisme akuntansi merupakan prinsip penting yang telah lama mempengaruhi pelaporan keuangan. (dalam Lasdi 2005) Holthousaen dan Watts (2001) memberikan bukti yang menunjukan bahwa konservatisme akuntansi sudah ada sebelum penetapan standar formal dan regulasi di Amerika Serikat. Serta dalam Lasdi (2005) disebutkan bahwa penelitian Qiang (2003) juga membuktikan bahwa terdapat peningkatan kencendrungan perusahaan di Amerika untuk menerapkan konservatisme secara suka rela. Widya (2004) mereplikasi penelitian Qiang (2003) dan menemukan bukti yang sama untuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa manajer perusahaan mempunyai insentif untuk melaporkan secara konservatif bahkan dalam kondisi tidak adanya aturan dan regulasi yang memerintahkan pelaporan secara konservatif. Meskipun prinsip konservatisme telah diakui sebagai dasar utama dari pelaporan keuangan namun terdapat banyak cara untuk mendefinisikan dan menginterprestasikannya. 
Prinsip konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian terhadap suatu keadaan yang tidak pasti untuk menghindari optimisme berlebihan dari manajemen dan pemilik perusahaan. Konservatisme memiliki kaidah pokok, yaitu: (1) tidak boleh mengantisipasi laba sebelum terjadi, tetapi harus mengakui kerugian yang sangat mungkin terjadi. (2) apabila dihadapkan pada dua atau lebih pilihan metode akuntansi, maka akuntan harus memilih metode yang paling tidak menguntungkan bagi perusahaan. Teknik yang dipilih adalah yang menghasilkan nilai aktiva dan pendapatan yang rendah, atau yang menghasilkan nilai hutang dan biaya yang paling tinggi. Konsekuensinya, apabila terdapat kondisi yang kemungkinan menimbulkan kerugian, biaya atau hutang maka kerugian, biaya atau hutang tersebut harus segera diakui. Sebaliknya, apabila terdapat kondisi yang kemungkinan menghasilkan laba, pendapatan atau aktiva maka laba, pendapatan atau aktiva tersebut tidak boleh langsung diakui, sampai kondisi tersebut betul-betul telah terealisasi. 
Konservatisme akuntansi dalam perusahaan diterapkan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah Dewan Komisaris dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya. Hal tersebut merupakan suatu bagian dari implementasi good corporate governance. Implementasi dari corporate governance  dilakukan oleh seluruh pihak dalam perusahaan, dengan aktor utamanya adalah dewan komisaris perusahaan yang berwenang untuk menetapkan kebijakan perusahaan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Salah satu dari kebijakan ini terkait dengan prinsip konservatisme yang digunakan oleh perusahaan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Oleh karena itu, karakteristik dari dewan komisaris perusahaan akan mempengaruhi tingkatan konservatisme yang akan digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya.
Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara karakteristik dewan dengan tingkat konservatisme akuntansi. (Ahmed dan Duellman, 2007) dalam (Wardhani, 2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara praktek akuntansi yang konservatis dengan karakteristik board of director (one tier system). Secara spesifik penelitian mereka menyimpulkan adanya hubungan yang negatif antara persentase inside directors dalam dewan dengan konservatisme dan hubungan yang positif antara persentase kepemilikan perusahaan oleh outside directors dan konservatisme. Secara keseluruhan penelitian ini menegaskan adanya bukti yang konsisten terhadap pendapat yang menyatakan bahwa konservatisme dalam akuntansi akan membantu perusahaan untuk mengurangi biaya agensi. 
Penelitian yang menghubungkan antara tingkat konservatisme dengan karakteristik dewan juga dilakukan oleh Wardhani (2008) khususnya di Indonesia, yang membuktikan bahwa karakteristik yang berhubungan dengan keberadaan Komite Audit memiliki hubungan positif dengan tingkat konservatisme akrual, sedangkan tidak dapat membuktikan pengaruh antara corporate governance yang berhubungan dengan Independensi Komisaris dan Kepemilikan Manajerial terhadap tingkat konservatisme akrual. Oleh sebab itu, penelitian ini hendak mereplikasi penelitian terdahulu sehingga dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari karakteristik board sebagai motor dari implementasi corporate governance  terhadap tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia. Karakteristik board yang akan diteliti dalam penelitian ini berkaitan dengan independensi komisaris, kepemilikan oleh dewan, dan ukuran dewan komisaris.
LANDASAN TEORI
2.1 Teori Agensi

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Hubungan kontraktual tersebut terjadi ketika satu orang atau lebih pemegang saham atau investor (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Hubungan tersebut menyebabkan pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen (Jensen dan Meckling (1976) dalam Bayu (2010). Menurut Eisenhardt dalam Bayu (2010),manusia mempunyai sifat dasar, yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri ( self interest ), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). 

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, sebagai manusia maka agent dan principal akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Pihak agent termotivasi untuk memaksimalkan fee kontraktual yang diterima sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Sebaliknya, pihak  principal termotivasi untuk mengadakan kontrak atau memaksimalkan returns dari sumber daya untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Ketika agent dipekerjakan oleh principal  hak penggendalian yang dimilikinya memungkinkan untuk diselewengkan dan dapat menimbulkan masalah keagenan yaitu investor sulit memperoleh keyakinan bahwa dana yang mereka investasikan dikelola dengan semestinya. Keadaan ini terus meningkat karena pihak principal tidak dapat memonitor aktivitas agent  sehari-hari untuk memastikan bahwa agent  bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya, agent sendiri memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara principal dan agent . Kondisi ini dinamakan dengan asimetri informasi. Asimetri informasi menyebabkan adanya biaya agensi. Biaya agency adalah biaya yang dikeluarkan oleh principal untuk pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang mengikat oleh agen, dan adanya residual loss/ nilai uang yang timbul karena adanya penyimpangan di antara keputusan yang diambil agent dan keputusan tersebut seharusnya menambah kesejahteraan prinpal atau malah mengurangi kesejahteraan, Jensen dan Mackling, (1976) dalam Bayu (2010). Biaya agency dituangkan dalam kontrak-kontrak dalam perusahaan baik kontrak antara pemegang saham dengan manajernya, maupun kontrak antara manajemen dengan karyawan, pemasok, dan kreditur. 

Namun, konflik tersebut tidak dapat diatasi secara menyeluruh dengan menggunakan kontrak tersebut karena biaya untuk membuat kontrak yang lengkap sangatlah mahal, dan apabila tidak merupakan hal yang tidak mungkin (Fama dan Jensen, 1983; Hart, 1995) dalam ( Wardhani, 2008). Jadi, dalam kondisi dimana kontrak tidak dapat dibuat secara sempurna, mekanisme corporate governance  memainkan peranan dalam memitigasi konflik tersebut.
2.2 Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks,2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Definisi Corporate Governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan stakeholders yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham. 

Ada empat unsur penting dalam corporate governance yang merupakan prinsip-prinsip dalam corporate governance, yaitu (FCGI) : 

1.  Fairness (Keadilan) 

2. Transparency  (Transparansi) 
3. Accountability (Akuntabilitas) 

4. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberi-kan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak mengutungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer  
2.3  Konservatisme Akuntansi
Konservatisme merupakan suatu metode akuntansi yang berterima umum dimana penyusun laporan keuangan melaporkan aktiva pada nilai terendah dan kewajiban pada nilai tertinggi, serta menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Definisi formal mengenai konservatisme hanya ada dalam SFAC No. 2  paragraf 95 yang menyatakan: Conservatism is a prudent reaction to uncertainty to try to ensure that uncertainties and risk inherent in business situation are adequately considered. Konservatisme diartikan sebagai reaksi kehati-hatian (prudent reaction) dalam menghadapi ketidakpastian yang terjadi dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.
Basu (1997) dalam Lasdi (2005) mengintepretasikan konservatisme sebagai kecenderungan menggunakan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui good news sebagai keuntungan dibanding mengakui bad news sebagai kerugian. Definisi yang lebih deskriptif mengenai konservatisme akuntansi terdapat dalam beberapa penelitian akuntansi antara lain penelitian yang dilakukan oleh Watts R.L (2003) dalam Wardhani (2008) yang secara umum mendefinisi konservatisme akuntansi sebagai preferensi terhadap metode-metode akuntansi yang menghasilkan nilai paling rendah untuk aset dan pendapatan di satu sisi, dan menghasilkan nilai paling tinggi untuk utang dan biaya, di sisi lain. Atau dengan kata lain, prinsip ini menghasilkan nilai buku ekuitas yang paling rendah. Berdasarkan definisi tersebut, maka praktik konservatisme akuntansi sering memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi, tapi mempercepat pengakuan biaya yang mungkin terjadi. Sementara itu, dalam penilaian aset dan utang, aset dinilai pada nilai yang paling rendah dan sebaliknya, utang dinilai pada nilai yang paling tinggi.
Di kalangan para peneliti, prinsip konservatisme akuntansi masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Di satu sisi, konservatisme akuntansi dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, konservatisme akuntansi bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak. Pihak yang mendukung konservatisme memberikan argumen bahwa dengan adanya laporan keuangan yang konservatif berarti laba yang dihasilkan akan semakin berkualitas karena pelaporannya tidak akan overstatement, understatement menyebabkan kerugian yang lebih kecil dibanding overstatement. Munculnya kritikan mengenai kegunaan konsep konservatisme yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, karena penggunaan metode yang konservatif akan menghasilkan angka-angka yang cenderung bias dan tidak mencerminkan realita.

2.4 Komisaris Independen
Dewan komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance menyebutkan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengenda-li, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen harus mendorong diterapkannya prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada perusahaan di Indonesia.
Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan sangatlah penting. Dengan menambah proporsi komisaris independen, maka perusahaan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap direksi dan manajer yang akan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan. Komisaris independen yang dimiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman good corporate governance guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat (Herawati; Wardhani, 2008).
2.5 Kepemilikan Saham oleh Komisaris yang Terafiliasi dan Direksi

Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (congruance) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham manajerial yang besar seharusnya mempunyai konflik keagenan yang rendah dan biaya keagenan yang rendah pula. Jensen dan Meckling (1976) dalam Wardhani (2008) membentuk suatu teori yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen, maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai saham perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen juga dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen dengan cara memanipulasi laba.
2.1.5 Ukuran Dewan Komisaris
Ukuran dewan komisaris adalah jumlah yang tepat dari anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Menurut pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Ukuran dewan komisaris yang tepat, dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

a. Ukuran dewan direksi

b. Industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan

c. Risiko menyeluruh yang dihadapi

d. Komite yang ada
Dalam suatu perusahaan, jumlah dewan direksi dan dewan komisaris berbeda-beda. Jumlah dewan yang besar dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian dalam perusahaan. Misalnya, dalam suatu rapat antara dewan komisaris dan dewan direksi, terdapat kemungkinan adanya perbedaan pendapat di antara kedua pihak tersebut. Apabila jumlah anggota dewan komisaris lebih sedikit dari jumlah anggota dewan direksi, maka akan terdapat kemungkinan dewan komisaris mengalami tekanan psikologis. Oleh karena itu jumlah anggota dewan komisaris harus lebih banyak atau paling tidak sama dengan jumlah anggota dewan direksi.

Jumlah anggota dewan komisaris yang tepat juga tergantung dari jenis keahlian yang dimiliki dari suatu industri. Kemampuan dewan komisaris dalam mengawasi dan mengatasi masalah yang muncul sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan anggota dewan komisaris yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidangnya. Sehingga jumlah anggota dewan komisaris ditentukan oleh jumlah jenis keahlian yang diperlukan dalam suatu industri.

Risiko menyeluruh yang dihadapi perusahaan juga menentukan ukuran dewan komisaris. Terdapat pandangan bahwa semakin banyak yang memikirkan dan memantau risiko yang dihadapi perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat mengatasi ancaman yang dibawa risiko tersebut, walaupun tentunya dengan mempertimbangkan kendala yang ada dan kemampuan perusahaan. Selain hal tersebut di atas, dewan komisaris juga memiliki wewenang untuk membentuk komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, dan komite lainnya. Komite-komite yang dibentuk tersebut memiliki tujuan supaya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris semakin efektif. Komite tersebut merupakan bagian dari dewan komisaris yang beranggotakan komisaris sendiri maupun pihak lain yang independen. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah komite yang ada di dalam perusahaan maka semakin banyak pula jumlah anggota komisaris yang dibutuhkan untuk dapat menjadi anggota komite-komite yang ada.

Terdapat dua pandangan yang berbeda di dalam literatur mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris. Pandangan yang pertama yaitu bahwa ukuran dewan yang besar kurang efektif daripada ukuran dewan yang kecil karena terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan kelompok yang berjumlah besar. Permasalahan ini didiskusikan oleh Hermalin dan Weisbach (2003) dalam Ahmed dan Duellman (2007) (Martha, 2008) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran dewan dan nilai perusahaan. Pandangan yang berbeda dinyatakan oleh Klein (2002a) dalam Ahmed dan Duellman (2007) (Martha, 2008) yang menyatakan bahwa independensi komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris berhubungan positif dengan ukuran dewan. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan. Spesialisasi yang lebih besar tersebut dapat menunjukkan pengawasan yang lebih efektif.
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis  Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausalitas yang bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel (Mustafa dkk, 2007 dalam Sukriah dkk, 2009). Di dalam penelitian ini hubungan atau pengaruh yang diteliti meliputi independensi komisaris, jumlah saham yang dimiliki oleh komisaris dan direksi, serta ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi.

3.2 Populasi dan Sampel
Sampel dipilih dari populasi perusahaan yang sahamnya terdaftar dan diperda-gangkan di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut :
1. Terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2008-2010.

2. Perusahaan bergerak pada industri manufaktur. Alasan diambilnya perusahaan manufaktur adalah untuk memperoleh karakteristik perusahaan yang sama. Selain itu menurut Na’im dan Hartono (1996) dalam Lasdi (2008) model akrual tidak cocok untuk perusahaan non manufaktur.
3. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan berturut-turut dari tahun 2008 hingga 2010.
4. Laporan keuangan dinyatakan dalam nilai mata uang rupiah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu data yang memuat informasi mengenai suatu obyek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat, dan disimpan dalam arsip. Data diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD), IDX Statistics dan www.idx.co.id.

ANALISIS PEMBAHASAAN
4.1 Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh komisaris independen, kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi, serta jumlah komisaris terhadap konservatisme yang diukur dengan menggunakan akrual. Secara keseluruhan, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini.

Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

	Kode
	Hipotesis
	Hasil

	H1
	Independensi dari komisaris berpengaruh secara positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan
	Tidak didukunng

	H2
	Kepemilikan oleh komisaris yang terafiliasi dan direksi dalam perusahaan berpengaruh dengan tingkat konservatisme akuntansi perusahaan
	Didukung 

	H3
	Ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan
	Didukung


Sumber : Data sekunder diolah

4.1.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi

Komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah komisaris independen dibagi dengan total jumlah anggota komisaris. Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel proporsi komisaris independen (INDEP_COM) terhadap tingkat konservatisme akuntansi menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,279 dengan signifikansi sebesar 0,781 (p > 0,05) yang berarti bahwa proporsi komisaris independen tidak signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi. Dengan demikian, hipotesis 1 yang diukur dengan ukuran akrual tidak didukung.

Dengan adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan, ternyata tidak berpengaruh terhadap pelaporan akuntansi yang konservatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2008) yang tidak dapat membuktikan pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan yang diukur dengan ukuran akrual. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengangkatan anggota komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk memenuhi ketentuan formal atau

regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan (Ristiyaningrum, 2009) dalam (Martha,2010). Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survei Asian Development Bank dalam Martha (2010) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggota dewan menjadi tidak efektif.
4.1.2 Pengaruh Kepemilikan Saham oleh Komisaris dan Direksi terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi

Kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi dalam penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah lembar saham yang dimiliki oleh komisaris dan direksi dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar. Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi (COM_OWN) terhadap tingkat konservatisme akuntansi menunjukkan nilai t hitung 2,083 dengan signifikansi sebesar 0,040 (p < 0,05). Koefisien regresi pada variabel kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi menunjukkan tanda positif, dengan hasil ini dapat dijadikan kesimpulan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan ”Kepemilikan oleh komisaris yang terafiliasi dan direksi dalam perusahaan berpengaruh dengan tingkat konservatisme akuntansi perusahaan” didukung atau dengan kata lain banyaknya saham yang dimiliki oleh komisaris dan direksi dapat meningkatkan konservatisme perusahaan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Wu (2006) dalam Wardhani (2008) yang menghipotesiskan hubungan dua arah antara kepemilikan manajerial dengan konservatisme, manajer dengan kepemilikan ekuitas yang tinggi akan memilih untuk menggunakan tingkat konservatisme yang lebih rendah untuk menghindari harga saham. Di lain pihak, akuntansi yang lebih konservatis akan dipakai karena kreditor yang rasional akan mengharapkan manajer dengan kepemilikan yang tinggi sejalan dengan pemilik saham yang ingin mempertahankan harga saham. Selain itu besarnya kepemilikan perusahaan oleh manajerial, pemegang saham akan dilihat adanya potensi dilakukannya manajemen laba sehingga menuntut tingkat konservatisme yang tinggi untuk menghindari oportunistik jangka pendek dari manajer.

4.1.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Konservatisme Akuntansi 

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme, dapat diketahui bahwa variabel ukuran dewan komisaris (BOARDSIZE) berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme dengan ukuran akrual yaitu 0.003 atau p < 0.05. Ukuran dewan komisaris mempunyai arah koefisien positif terhadap konservatisme akuntansi yaitu 0.022. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Fitri (2010) di mana dalam penelitian ini dapat membuktikan pengaruh dari ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran akrual, tetapi tidak dapat membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap konservatisme akuntansi dengan ukuran nilai pasar. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa “ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi” didukung. 

Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa banyaknya anggota dewan komisaris, baik dewan komisaris yang terafiliasi maupun yang tidak terafiliasi dalam perusahaan akan mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, semakin efektif pula pengawasan yang dilakukan, sehingga proses pelaporan keuangan perusahaan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan menjadi efektif dan dapat termonitor dengan baik. Dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan sampel rata-rata sebesar 3.77 atau secara rata-rata dewan komisaris yang dimiliki berkisar sekitar 3 sampai 4 orang. Bahkan, dalam perusahaan sampel ada yang mempunyai jumlah dewan komisaris yang cukup besar, yaitu sebanyak 10 orang..

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh good corporate governance yang terkait dengan karakteristik dewan komisaris yang terdiri atas proporsi komisaris independen, kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi, serta ukuran dewan komisaris terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil pengujian variabel proporsi komisaris independen menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,275 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,781. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi.
2.  Hasil pengujian variabel, kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,083 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,040. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi.
3. Hasil pengujian variabel ukuran dewan komisaris menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,075 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,03. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran untuk perbaikan

penelitian serupa di masa yang akan datang, yaitu : 

1. Menambahkan beberapa variabel karakteristik dewan komisaris dan efektivitas dewan dalam mengimplementasikan corporate governance di perusahaan.
2. Menambah periode waktu penelitian yang lebih panjang. 
3. Menggunakan ukuran lain dalam mengukur konservatisme supaya dapat diperbandingkan dengan lebih jelas.
4.  Menggunakan sampel tidak hanya pada perusahaan manufaktur tetapi dapat dikembangkan dengan mengambil sampel dari kelompok perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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